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	Abstrak

Kekerasan verbal dan perundungan (bullying) di lingkungan sekolah masih menjadi persoalan yang berpotensi mengganggu keamanan, kenyamanan, serta perkembangan psikologis siswa di sekolah. Bentuk kekerasan tersebut dapat berupa ejekan, penghinaan, ancaman, pemberian julukan negatif, pengucilan, hingga penyebaran komentar yang merendahkan melalui media sosial. Salah satu akar masalah yang jarang disentuh dalam program pencegahan perundungan adalah rendahnya literasi bahasa hukum dikalangan siswa, sehingga mereka tidak memahami batas antara candaan, ujaran yang menyakiti, dan tindakan yang berkonsekuensi hukum. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman siswa SMA Negeri 2 Jonggat mengenai istilah dan konsep hukum yang berkaitan dengan kekerasan verbal, perundungan, dan perlindungan anak, sekaligus membekali mereka dengan kemampuan mengenali, melaporkan, dan mencegah tindakan tersebut secara mandiri. Metode yang digunakan meliputi pelatihan literasi bahasa hukum secara partisipatif, sosialisasi, simulasi kasus, dan pendampingan pembentukan satgas anti perundungan di sekolah.ceramah. Kegiatan dilaksanakan di SMA Negeri 2 Jonggat dengan melibatkan siswa kelas X dan XI sebagai peserta utama dan guru bimbingan konseling. Materi pelatihan mencakup konsep kekerasan verbal dan perundungan, kesantunan berbahasa, hak dan kewajiban peserta didik, perlindungan anak, tanggung jawab sosial, serta prosedur pelaporan tindakan perundungan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa terhadap istilah hukum terkait perundungan, peningkatan kepercayaan diri siswa untuk melaporkan kasus kekerasan verbal, serta terbentuknya kelompok siswa peduli anti-perundungan yang berkelanjutan. Program ini diharapkan dapat menjadi model replikasi bagi sekolah lain dalam upaya pencegahan kekerasan verbal dan perundungan berbasis penguatan literasi hukum.
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	Abstract

Verbal abuse and bullying in school environments remain issues that can compromise student safety, well-being, and psychological development. These forms of abuse range from teasing, insults, threats, and name-calling to social exclusion and the dissemination of demeaning comments via social media. A root cause often overlooked in bullying prevention programs is students' low level of legal literacy; consequently, they fail to distinguish between harmless joking, hurtful speech, and actions that carry legal consequences. This community service initiative aims to enhance the understanding of students at SMA Negeri 2 Jonggat regarding legal terms and concepts related to verbal abuse, bullying, and child protection, while also equipping them with the skills to independently recognize, report, and prevent such actions. The methods employed included participatory legal literacy training, awareness-raising sessions, case simulations, and guidance on establishing an anti-bullying task force within the school. The activities were conducted at SMA Negeri 2 Jonggat, involving 10th and 11th-grade students as primary participants, alongside guidance and counseling teachers. Training materials covered concepts of verbal abuse and bullying, linguistic politeness, students' rights and obligations, child protection, social responsibility, and reporting procedures for bullying incidents. The results indicate an improved student understanding of legal terms related to bullying, increased student confidence in reporting verbal abuse, and the formation of a sustainable student group dedicated to anti-bullying efforts. This program is expected to serve as a replicable model for other schools seeking to prevent verbal abuse and bullying through the strengthening of legal literacy.
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A. PENDAHULUAN 
1. Analisis Situasi
Perundungan (bullying) dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah masih menjadi fenomena yang memprihatinkan di Indonesia. Berbagai laporan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menunjukkan bahwa kasus perundungan verbal, seperti penghinaan, pelabelan negatif (labeling), ejekan berbasis fisik, suku, atau kondisi ekonomi, masih banyak terjadi di lingkungan sekolah namun jarang dilaporkan secara resmi. Kondisi ini diperparah oleh minimnya pemahaman siswa mengenai konsekuensi hukum dari tindakan kekerasan verbal, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait perundungan siber, serta Peraturan Menteri Pendidikan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan pihak sekolah, ditemukan bahwa sebagian besar siswa menganggap ejekan, julukan yang merendahkan, atau komentar negatif di media sosial sebagai hal yang wajar dan bagian dari pergaulan, bukan sebagai bentuk kekerasan verbal yang dapat berdampak hukum maupun psikologis.
Selain itu, perkembangan teknologi digital turut memperluas ruang terjadinya kekerasan verbal. Perundungan tidak hanya terjadi secara langsung di kelas atau halaman sekolah, tetapi juga melalui grup percakapan, media sosial, dan platform digital lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan literasi bahasa hukum bagi siswa agar mereka mampu memahami hak, kewajiban, batasan perilaku, serta konsekuensi dari penggunaan bahasa yang melanggar norma kesantunan dan aturan hukum.
Pelatihan literasi bahasa hukum dipandang relevan karena dapat membantu siswa memahami istilah, konsep, dan aturan dasar yang berkaitan dengan kekerasan verbal dan perundungan. Dengan pemahaman tersebut, siswa diharapkan dapat menggunakan bahasa secara bertanggung jawab, menghargai martabat orang lain, serta berani mengambil tindakan yang tepat apabila mengalami atau menyaksikan perundungan.
2. Permasalahan Mitra atau Masyarakat Sasaran Program
Mitra dalam kegiatan ini adalah sekolah beserta siswa sebagai masyarakat sasaran program. Permasalahan utama yang dihadapi mitra meliputi beberapa aspek.
a) Masih rendahnya pemahaman siswa mengenai bentuk-bentuk kekerasan verbal dan perundungan. Siswa sering kali belum dapat membedakan antara candaan yang wajar dengan tindakan yang mengandung penghinaan, intimidasi, diskriminasi, atau pelecehan verbal.
b) Siswa belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai bahasa hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, kekerasan, perundungan, serta mekanisme pelaporan. Istilah seperti korban, pelaku, saksi, perlindungan, hak anak, tanggung jawab, dan sanksi sering dipahami secara terbatas. Akibatnya, siswa cenderung tidak mengetahui tindakan yang harus dilakukan ketika menjadi korban maupun saksi perundungan.
c) Masih terdapat budaya komunikasi yang kurang santun dalam interaksi sehari-hari. Penggunaan kata-kata kasar, julukan negatif, sindiran, dan ejekan dianggap sebagai bagian dari kebiasaan pergaulan. Kebiasaan tersebut berpotensi menciptakan lingkungan sekolah yang tidak aman dan tidak nyaman bagi siswa.
d) Keterlibatan siswa dalam upaya pencegahan perundungan masih perlu ditingkatkan. Siswa belum seluruhnya memiliki keberanian dan keterampilan untuk menegur, melapor, mendampingi korban, atau mengajak teman-temannya membangun komunikasi yang lebih positif. Oleh karena itu, diperlukan program pelatihan yang bersifat edukatif, partisipatif, dan aplikatif untuk meningkatkan kesadaran serta keterampilan siswa dalam mencegah kekerasan verbal dan perundungan.

3. Kerangka Pemikiran dan Aspek Teoritis yang Mendukung Program

Program pelatihan ini didasarkan pada pemikiran bahwa bahasa merupakan alat utama dalam membangun hubungan sosial. Bahasa dapat digunakan untuk menyampaikan gagasan, membangun kerja sama, dan menciptakan suasana positif. Namun, bahasa juga dapat menjadi sarana kekerasan apabila digunakan untuk merendahkan, mengancam, mempermalukan, atau mengucilkan orang lain. Dalam kajian pragmatik, kesantunan berbahasa berkaitan dengan cara penutur menjaga perasaan, harga diri, dan martabat lawan tutur. Teori kesantunan Brown dan Levinson menjelaskan bahwa setiap individu memiliki “wajah” atau citra diri yang perlu dihargai dalam interaksi sosial. Penggunaan bahasa kasar, ejekan, ancaman, dan penghinaan dapat dipahami sebagai tindakan yang mengancam wajah lawan tutur. Oleh karena itu, pendidikan kesantunan berbahasa penting diterapkan dalam lingkungan sekolah sebagai dasar pembentukan komunikasi yang sehat.
Selain itu, program ini juga merujuk pada pendekatan restorative justice dalam penanganan perundungan di sekolah, yang menekankan pemulihan hubungan dan kesadaran atas kesalahan, bukan semata pemberian sanksi. Dengan memahami bahasa hukum secara sederhana, siswa diharapkan mampu mengenali batas antara kebebasan berekspresi dan tindakan yang berpotensi melanggar hak orang lain, sekaligus memahami mekanisme penyelesaian yang berkeadilan apabila terjadi kasus perundungan di lingkungan sekolah.
Literasi hukum merupakan kemampuan untuk memahami, menafsirkan, dan menggunakan informasi hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks sekolah, literasi bahasa hukum membantu siswa mengenali istilah dan aturan yang berkaitan dengan perlindungan diri, hak anak, kewajiban siswa, kekerasan, perundungan, serta prosedur pelaporan. Pemahaman ini penting agar siswa tidak hanya mengetahui bahwa perundungan merupakan perilaku yang salah, tetapi juga memahami alasan, dampak, dan konsekuensi dari tindakan tersebut.

4. Tujuan dan Manfaat Program

Tujuan kegiatan pelatihan literasi bahasa hukum ini adalah sebagai berikut.
1) Meningkatkan pemahaman siswa mengenai konsep kekerasan verbal dan perundungan di lingkungan sekolah.
2) Meningkatkan kemampuan siswa dalam mengenali bentuk-bentuk bahasa yang mengandung penghinaan, ancaman, pelecehan, dan perundungan, baik secara langsung maupun melalui media sosial.
3) Membentuk kesadaran hukum siswa agar mampu bersikap kritis dan bertanggung jawab dalam berkomunikasi di lingkungan sekolah maupun media sosial.
4) Mendorong terbentuknya komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas perundungan.
Manfaat kegiatan ini bagi siswa adalah memberikan bekal pengetahuan hukum praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi guru dan pihak sekolah, program ini memberikan model pendekatan preventif berbasis literasi hukum yang dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan bimbingan konseling maupun kurikulum penguatan karakter.
B. METODE 
1. Solusi yang Ditawarkan
Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan ini adalah pelatihan literasi bahasa hukum berbasis edukasi partisipatif. Pelatihan dirancang untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai konsep kekerasan verbal, perundungan, kesantunan berbahasa, hak anak, serta konsekuensi sosial dan hukum dari tindakan perundungan.
Materi pelatihan disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa SMA yang meliputipengenalan bentuk-bentuk kekerasan verbal, perbedaan antara candaan dan perundungan, dampak perundungan bagi korban maupun pelaku, istilah dasar dalam bahasa hukum, hak dan kewajiban siswa, serta mekanisme pelaporan apabila terjadi perundungan. Selain penyampaian materi, kegiatan juga dilengkapi dengan simulasi kasus, diskusi kelompok, permainan edukatif, dan penyusunan komitmen bersama antiperundungan.
Solusi tersebut diharapkan dapat menjawab kebutuhan mitra dalam meningkatkan pemahaman siswa serta membangun budaya komunikasi yang lebih santun dan bertanggung jawab di lingkungan sekolah.

2. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan partisipatif, edukatif, dialogis, dan reflektif. Pendekatan partisipatif diterapkan dengan melibatkan siswa secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi masalah, diskusi kasus, simulasi, hingga penyusunan komitmen bersama.
Pendekatan edukatif dilakukan melalui penyampaian materi tentang literasi bahasa hukum, kesantunan berbahasa, perlindungan anak, serta pencegahan perundungan. Materi disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan disesuaikan dengan usia serta karakteristik siswa.
Pendekatan dialogis dilakukan melalui sesi tanya jawab dan diskusi kelompok. Dalam kegiatan ini, siswa diberi ruang untuk menyampaikan pengalaman, pendapat, dan pertanyaan terkait persoalan kekerasan verbal maupun perundungan yang mereka temui di lingkungan sekolah.
Pendekatan reflektif dilakukan melalui evaluasi diri dan refleksi bersama. Peserta diajak untuk memahami dampak penggunaan bahasa yang tidak santun, mengevaluasi kebiasaan komunikasi sehari-hari, serta merumuskan tindakan positif yang dapat dilakukan untuk mencegah perundungan.

3. Prosedur Kerja
Prosedur kerja dalam pelaksanaan kegiatan terdiri atas beberapa tahap.
1) Tahap persiapan
Melakukan koordinasi dengan pihak sekolah mitra, identifikasi kebutuhan, dan penyusunan modul literasi bahasa hukum.
2) Tahap sosialisasi awal
Pemaparan tujuan dan manfaat program kepada guru dan siswa perwakilan kelas.

3) Tahap Pelatihan

Penyampaian materi literasi bahasa hukum mengenai definisi dan bentuk kekerasan verbal, perundungan konvensional dan siber, hak dan kewajiban siswa, serta mekanisme pelaporan kasus di sekolah.
4) Tahap Simulasi dan Praktik
Siswa dibagi ke dalam kelompok kecil untuk melakukan simulasi kasus dan permainan peran mengenai penyelesaian konflik dan pelaporan perundungan.
5) Tahap Evaluasi dan Monitoring
Pengukuran pemahaman siswa melalui pre-test dan post-test, serta pemantauan keberlanjutan program melalui koordinasi berkala dengan guru bimbingan konseling.
4. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Program pelatihan dilaksanakan pada bulan April tahun 2026, bertempat di SMA  Negeri 2 Jonggat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kegiatan diikuti oleh 40 siswa yang terdiri atas perwakilan siswa kelas X dan XI. Pelaksanaan kegiatan berlangsung selama 3 hari dengan alokasi 6 jam pelajaran per hari, berlangsung selama 18 jam pelajaran atau sekitar 810 menit dengan melibatkan kepala sekolah, guru, wali kelas, guru bimbingan dan konseling, serta tim pelaksana program PKM.
C. HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Deskripsi Hasil Kegiatan
Kegiatan pelatihan literasi bahasa hukum diikuti oleh siswa kelas X dan XI yang mewakili setiap kelas di sekolah mitra. Untuk mengukur efektivitas program, tim pelaksana melakukan pre-test sebelum pelatihan dan post-test setelah pelatihan berlangsung, dengan indikator pemahaman meliputi definisi kekerasan verbal, bentuk-bentuk perundungan, dasar hukum perlindungan anak, dan mekanisme pelaporan kasus. Hasil pengukuran menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa yang signifikan, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.
Tabel 1. Indikator Pemahaman Siswa dalam Pencegahan Kekerasan Verbal dan Perundungan
	Indikator Pemahaman
	Rata-Rata Pre-Test (%)
	Rata-Rata Post-Test (%)
	Peningkatan

	Definisi Kekerasan  Verbal
	48
	86
	38

	Bentuk-bentuk perundungan (kovensional dan siber)
	52
	89
	37

	Dasar hukum perlindungan
	41
	82
	41

	Mekanisme pelaporan kasus
	39
	84
	45


Tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh indikator pemahaman mengalami peningkatan setelah mengikuti pelatihan, dengan peningkatan tertinggi terjadi pada aspek pemahaman mekanisme pelaporan kasus. Hal ini mengindikasikan bahwa sebelum pelatihan, siswa memiliki pengetahuan yang sangat terbatas mengenai prosedur pelaporan perundungan, sehingga pelatihan literasi bahasa hukum memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesadaran hukum siswa.
2. Partisipasi Mitra dalam Pelaksanaan Program
Partisipasi mitra dalam program ini terlihat sangat aktif, baik dari pihak manajemen sekolah, guru bimbingan konseling, maupun siswa. Pihak sekolah memberikan dukungan penuh berupa penyediaan tempat, waktu pelaksanaan yang terintegrasi dengan jadwal kegiatan kesiswaan, serta keterlibatan guru bimbingan konseling sebagai pendamping kegiatan. Guru bimbingan konseling turut berperan dalam proses identifikasi siswa yang akan menjadi agen anti-perundungan serta memberikan masukan terhadap materi yang disampaikan agar sesuai dengan konteks permasalahan yang ada di sekolah.
Siswa peserta pelatihan menunjukkan antusiasme tinggi, terlihat dari tingkat kehadiran yang mencapai lebih dari sembilan puluh persen pada setiap sesi kegiatan serta keaktifan dalam sesi diskusi dan simulasi kasus. Keterlibatan siswa juga tampak dari banyaknya pertanyaan dan berbagi pengalaman terkait kasus perundungan yang pernah mereka alami maupun saksikan di lingkungan sekolah, yang kemudian dijadikan bahan diskusi reflektif dalam sesi pelatihan.
3. Luaran Kegiatan
Luaran yang dihasilkan dari kegiatan program ini meliputi, antara lain:

1) Peningkatan pengetahuan dan kesadaran siswa mengenai literasi bahasa hukum, kekerasan verbal, dan perundungan.
2) Menghasilkan media edukasi berupa poster, leaflet, atau infografis tentang penggunaan bahasa santun dan pencegahan perundungan di sekolah yang dapat dipasang di ruang kelas atau area strategis sekolah. Komitmen tersebut memuat ajakan untuk menghormati teman, menghindari penggunaan kata-kata kasar, tidak melakukan ejekan atau penghinaan, berani melapor apabila terjadi perundungan, serta mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang aman.
3) Publikasi hasil kegiatan dalam bentuk artikel pengabdian kepada masyarakat pada jurnal atau media publikasi ilmiah.

4) Dokumentasi kegiatan berupa foto, video, dan laporan pelaksanaan sebagai bahan evaluasi dan diseminasi program kepada sekolah lain.

4. Implikasi, Dampak, dan Pengembangan Program

Kegiatan pelatihan ini memiliki implikasi penting bagi penguatan budaya sekolah yang ramah anak dan bebas kekerasan. Pemahaman siswa mengenai bahasa hukum dan kesantunan berbahasa dapat menjadi dasar untuk membangun komunikasi yang lebih positif, empatik, dan bertanggung jawab.
Tindak lanjut program dapat dilakukan melalui pembentukan duta antiperundungan atau kelompok sebaya yang bertugas mengampanyekan penggunaan bahasa santun di sekolah. Sekolah juga dapat mengintegrasikan materi literasi bahasa hukum ke dalam kegiatan bimbingan dan konseling, pendidikan karakter, kegiatan organisasi siswa, serta pembelajaran Bahasa Indonesia dan Pendidikan Pancasila.
Dampak yang diharapkan adalah berkurangnya penggunaan bahasa kasar, ejekan, penghinaan, dan tindakan perundungan di lingkungan sekolah. Selain itu, siswa diharapkan memiliki keberanian untuk melapor dan memberikan dukungan kepada korban. Guru juga memperoleh bahan pendukung untuk melakukan pembinaan dan pencegahan secara lebih sistematis.
Pembelajaran penting dari pelaksanaan program ini adalah bahwa pencegahan perundungan tidak cukup hanya melalui pemberian larangan atau sanksi. Pencegahan perlu dilakukan melalui pendidikan yang membangun kesadaran, empati, kemampuan berkomunikasi, serta pemahaman mengenai hak dan tanggung jawab. Oleh karena itu, program ini dapat dikembangkan dengan melibatkan orang tua, komite sekolah, tokoh masyarakat, dan lembaga terkait agar pencegahan kekerasan verbal dapat dilakukan secara berkelanjutan.

D. KESIMPULAN 
Pelatihan literasi bahasa hukum terbukti menjadi salah satu upaya efektif dalam pencegahan kekerasan verbal dan perundungan pada siswa SMA di sekolah. Melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan siswa, guru bimbingan konseling, dan manajemen sekolah, program ini berhasil meningkatkan pemahaman siswa mengenai konsep dan istilah hukum terkait kekerasan verbal, membentuk kesadaran akan konsekuensi hukum dari tindakan perundungan, serta mendorong terbentuknya kelompok siswa peduli anti-perundungan sebagai agen perubahan di lingkungan sekolah. Keberhasilan program ini ditunjukkan oleh peningkatan skor pemahaman siswa pada seluruh indikator yang diukur, tingkat partisipasi mitra yang tinggi, serta dihasilkannya luaran yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Program ini diharapkan dapat direplikasi di sekolah-sekolah lain sebagai model pencegahan perundungan berbasis penguatan literasi hukum bagi generasi muda.
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